
BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU

NOMOR 65 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBEI{TUKAN SUSUNAN ORGAMSASI DAN TA]TA KERJA tsADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

Menimbang I a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 4
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahnn zar,6 tentang

Perangkat Daerah, yang rtrengattr kedudukarl, $usun€Ln

organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat

daerah, perlu Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Badan
Perencanaan Pem.ba.ngllnan Daerah Kabupaten Br-lru;

b- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dirnaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati
tentang Pembentukan susunan organisasi dan Tata Kerja

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Buru;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun Lggg tentang

Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru
dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor LT4 Tahun 1ggg,

Tambahan Lembaran Negara Repubtrik Indonesia Nomor

3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nonror 6 Tahun 2OOO tentang Perubahan atas Undang-

Undang Normor 46 ?ahun 1999 tentang Pernbentukan
Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten

Malukr"r ?enggara Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOO Nornor 73, Tarnbahan Lernbaran

Negara Republik trndonesia Nornor SgCl);



2. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2AO4 tentang

Perimbangan Keuangaa Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4+38);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol l tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OLL Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 523a);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OL4 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5a9a);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587I sebagaimana

telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lermbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nornor 18 Tahun 2OLG tentang

Perangkat Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia

Tahun zOrc Nomor LL4l.

Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Buru (L,embaran Daerah Kabupaten Buru

Tahun 2Ot6 Nomor 17)

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI

DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH KABUPATEN BURU.

5.

6.

7.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Burr;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah nyang memimpin pelaksanaan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

3. Bupati adalah Bupati Buru;

4. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru;

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat

BAPPEDA adalah Badan Pereneanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Buru;

7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan

Perencanaan Pembangun€rn Daerah Kabupaten Buru;

8. Unit Pelaksana ?eknis Badan, adalah unsur petraksana teknis Badan yang

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis

penunjang tertentu;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BURU

Bagran Pertama

Kedudukan

Pasa1 3

Badan Perencanaan Pernbangunan Daerah Kabupaten Buru adalah unsur

pendukung dan pelaksana tugas Bupati, dan dipimpin oleh seorang kepala

yang berkedudukan dibawah dan bertanggungiawab Kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.



Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Buru tipe A terdiri atas 4 (empat) Bidang dan 1 (satu)

Sekretariat;

{21 Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga} Sub

bagran;

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3

(tiga) Sub Bidang;

{41 Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat {1) adalah terdiri dari;

a. Kepala Badan

b. Sekretariat Badan Membawahkan;

1. Sub Bagran Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Program

3. Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah membawahkan;

1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;

2. Sub bidang Data dan Inforrnasi;

3. Sub Bidang Pengendaliaan, Evaluasi dan Pelaporan;

d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahkan;

1. Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I;

2. Sub Bidang Pemerintahan dan Pernbangunan Manusia II;

3. Sub Bidang Pernerintahan dan Pembangunan Manusia III;

e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Penelitian dan

Pengembangan membawahkan ;

1. Sub Bidang Perekonomian;

2. Sub Bidang Sumber Daya Alam;

3. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;

f. Bidang Inprastruktur Kewilayahan membawahkan:

1. Sub Bidang Inprastruktur dan Kewilayahan I;

2. Sub Bidang Inprastruktur dan Kewilayahan II;



BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BURU

Kepala Badan

Pasal 5

(U Kepala Badan Pereneanaan Pembangunan Daerah Daerah mempunyai

tugas merumuskan kebijakan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten melalui penjabaran kebijakan Bupati sebagai pedoman dalam

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta evaluasi program kegiatan.

(21 Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 5

ayat (1), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai

fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaa.n pembangunan

daerah;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang

perencanaan pembengunan daerah;

c. Pernbinaan terhadap aparatur dibidang perenc€ulaan dan administrasi

perencanaan;

d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaporan pelaksanaa.n

tugas perencanacln;

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud

pada ayat {1} dan aTrat {21 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah rnempunyai tugas;

a. Mengkoordinasikan perr5rusun€ul rencana prograrn dan kegiatan Badan

dalam jangka pendek, menegah dan jangka panjang;

b. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan urusan tata

usaha Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

c. Perurnusan kebijakan teknis dibidang Perencanaan Pembangunan

Daerah;

d. Membina, mengarahkan dan mengkoordinasikan penyelenggara€rn

kegiatan Perencanaan Pembanguna.n Daerah;

e. Pembinaan dan pengawasan terhadap unit pelaksana teknis sesuai

lingkup tugasnya;

f. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan, pengawasan, dan

pengendalian semua potensi dan reatrilasi Perencanaan Pembangu.nan

Daerah baik yang dikelola langsung maupun yang dikelola oleh

perangkat daerah lainnya;



g. Pelaksanaan evaluasi dan penJrusunan laporan program dan kegiatan

bidang tugas;

h. Melakukan Pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan

serta memberikan sangsi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-

waktu kepada atasan;

j. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan sKp
setiap akhir tahun; dan

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretaris Badan

Pasal 6

(1) Sekretaris Badan m.empunyai tugas memberikan pelayanan administrasi,

kepegawaian, koordinasi dan pengendatian program, pelatrroran, rlrusatrl

umum dan urusan perencanaan serta keuangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sekretariat badan mempunyai fungsi:

a. Pen5rusunan rencarla program dan kegiatan, pelaporan serta

pembinaan organisasi dan tatalaksana;

b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan,perlengkapan dan

rumah tangga;

c. Mengkoordinasikan pn1rusunan laporan hasil pemantauan dan

evaluasi program kerja badan;

d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas masing-masing bidang;

e. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepala badan dan semua

unit organisasi;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah rnempunyai tugas;

a. Pengkoordinasian kegiatan Badan Perencanaan Pernbangunan Daerah ;

b. Pengkoordinasian dan pen5rusunarl rencana, program, dan anggaran di
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

c. Pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan

RKPD;

d. Penyusunan kerangka regulasi dalam perencana€rn pembangunan

daerah pada Bapeda;



e. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerurnahtanggaan,

kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah;

f. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

g. Penyelenggaraan pengelolaan barang miliklkekayaan negara dan

layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Bappeda;

h. Pengkoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian

atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kineda
pengadaan barang/jasa milik negara; dan

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah.

Pasal 7

{U Kepala sub Bagian umum dan Kepegawaian mempurqrai tugas

melaksanakan sebagran tugas sekretaris badan dalam menyiapkan bahan

koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan

melaksanakan kebijakan telrris administrasi pen5rusuna.n program

kegiatan administrasi umum dan kepegawaian.

(21 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugasnya

sebagai dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai berikut:

a- Penyiapan bahan kebijakan pengkoordinasian, pembinaan dan

pengendalian teknis administrasi umum dan kepegawaian;

b. Pembinaan dan pemberian bimbingan administrasi umum dan

kepegawaian;

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian

tugas sub bagian perencanaan dan keuangan meliputi :

a. Menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai

kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas.

b. Melaksanakan penJrusunan rencana pengelolaan administrasi

kepegawaian berdasarkan pedoman unttrk kelancaran tugas unit.

c. Men5rusun rencana kebutuhan pegawai sesuai forrnasi untuk
optimalisasi pelaksana€ur tugas unit"

d. Mernbuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk

kelancaran tugas unit.



e. Men5rusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk
pelaksanaan/petunjuk teknis untuk terlibnya adminitrasi

kepegawaian.

f. Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan

Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian.

g. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan

maupun tertulis untuk memperoleh petunjr-lk lebih lanjut.
h. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala-kepala sub

Bagran rnelalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat.

i. Men5rusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan

evaluasi.

j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk
kelancaran tugas kepala Badan.

Pasal 8

(U Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok melaksanakxr
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pernbinaan,

pengendalian dan memberikan bimbingan di bidang program.

l2l Untuk rnelaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Sub Bagian Program mernpunyai:

a. Menyiapkan pelaksanaErn Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

b. Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan

daerah;

c. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan renc€rna strategis Badan

Perencanaan Pembarlgunan, Penelitian dan Pengernbangan Daerah;

d. Menyiapkan bahan koordinasi pen5rusunan prograrn dan rencana kerja

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah;

e. Koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan pereneanaan

pembangunan daerah di Badan Perencanaan Pernbangunan, Penelitian

dan Pengembangan Daerah;

f. Pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

g. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, serta

memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tulisan guna

meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara

lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku



sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan

untuk menghindari penyimpangan; dan

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 9

(U Kepala Sub Bagian Keuangan Elempunyai tugas pokok rnelaksanakan

sebagian tugas Sekretaris dalam merumuskan kebijakan, koordinasi,

pembinaan, pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang

pengelolaan adrninistrasi keuangan dan pelaporan pertanggungiawaban

badan.

(21 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Sub bagian Keuangan mempunyai tugas :

a. Menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan

sebagai dasar pelaksanaan tugas;

b. Mengajukan Rencana Kerja Anggaran rnelalui Tim Anggaran eksekutif

untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;

c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan

juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;

d. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan

maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;

e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub Bagran

melalui perternuan atau rapat untuk menyatukan pendapat;

f. Men5rusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan

evaluasi;

g. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta

memberikan arahan dan petunjuk secara lisan malrpun tertulis guna

meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; dan

h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk

kelancaran tugas kedinasan.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 1O

tU Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas

merumuskan kebijakan, Mengkoordinasikan, membina, dan

mengendalikan kegiatan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi

pembangunan daerah.



(21 Dalarn melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

mempunyai fungsi:

a. Pen5rusunan rencana teknis progr€rm kegiatan dibidang perencanaan

pengendalian dan evaluasi pernbangunan daerah;

b. Penyusunan rencana pengendalian dan evaluasi;

c. Pengawasan dan pengendalian teknis bidang perencanaan

pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;

d. Pengelolaan data pen5rusunan laporan kegiatan bidang perencanaan,

pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;

e. Pembinaan evaluasi dan monitoring serta pelaporan pelaksanaan

tugas;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1} uraian

tugas bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan

daerah meliputi:

a. Melakukan analisa dan pengkajian perenc€rnaan dan pendataan

pembangunan daerah;

b. Melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;

c. Melakukan pengumpulan dan analisasi data dan informasi

pembangunan untuk perencanaan pernbangunan daerah;

d. Fengintegrasian dan harmonisasi prograrn-program pembangunan di

daerah;

e. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian,

evaluasi dan informasi pembangunan daerah;

f. Mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan

perencanaan dan penganggaran di daerah;

g. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan

daerah, dan pelaksanaan rencana pernbangunan daerah, serta hasil

rencana pembangunan daerah;

h. Metakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak

Ianjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan

kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;

i. Mengidentilikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan

data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;

j. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;

k. Melakukan pengamana.n data melalui bahan cetak dan elektronik

sebagai bahan dokumentasi;

10



1. Pen5rusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan

pembangunan daerah;

m. Pelaksanaan evatruasi dan pelaporan program dan kegiatan

pembangunan daerah;

n. Pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan

program dan kegiatan pembangunan daerah;

o. Penlrusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program

pembangunan daerah.

Pasal 11

{U Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas

Mengkoordinasikan pelaksanaan Program kerja dan pelaksanaan

kegiatan dibidang Perencanaan dan Pendanaan.

(21 Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sub bidang perencanaan dan pend€rnaan mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan kebijakan pengkoordinasian, pembinaan dan

pengendalian teknis sub bidang perencanaan dan pendanaan

b. Pembina.an dan pemberian bimbingan pada sub bidang perenc€Lnaan

dan pendanaan;

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (21uraian tugas sub bidang perencanaan dan pendanaan

meliputi:

a. Pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi rnakro daerah

(perencanaan ekonomi dan dan indikator ekonorni) rnelalui pendekatan

holistik integratif;

b. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan data dan pelaporan

model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran

pembangunan ekonomi makro daerah;

c. Pengkoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan data dan

pelaporan pendataan pembangunan daerah, termasuk juga kebdakan

keuangan daerah; dan

d. Pengkoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah.

e. Pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan

konektivitas daerah;

f. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan data dan pelaporan

model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencarlaan

pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan

konektivitas;
tt



g. Pengkajian, pengkoordinasian dan perumusan RTRW daerah; dan

h. Sinkronisasi kebljakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan

lokasi prioritas di daerah;

i. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dan memberikan petunjuk
pelaksanaan tugas;

j, Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala;

k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Pasal 12

{U Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan

penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan,

pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang penelitian dan

pengembangan.

(21 Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Kepala Sub bidang Data dan Informasi bertugas :

a. MenSrusun program kegiatan Subbidang Data dan Informasi

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan

perundang-undangan;

b. Melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei

unttrk mengetahui perkembangannya;

c. Mengelola data pentbangunan daerah sesuai jenisaya sebagai bahan

pen5rusunan rencana pembangunan daerah;

d. Mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan

pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;

e. Menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan progr€Lm

pembangunan daerah;

f. Menlrusun renc€Lna kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan

sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;

g. Menyqiikan d.ata pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai

bahan informasi;

h. Melakukan peng€Lmanan data hasil pembangunan daerah melalui

bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;

i. Mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian

pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

j. Men5rusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara

periodik sebagai bahan evaluasi;

k. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan

maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;



l. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta

r,nernberikan petunjuk dan arahan secara lisan mauplul tertulis guna

meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

m. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kepala sub bidang melalui

rapat / pertemuan untuk penyatuan pendapat;

n. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas $ecara berkala sebagai

bahan evaluasi; dan

o. Melaksanakan ttrgas lain yang diperintahkan oleh atasan unfuk
kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 13

(U Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai

tugas Mengkoordinasikan pelaksanaan Program kerja dan pelaksanaan

kegiatan dibidang Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan.

{21 Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sub bidang evaluasi dan pelaporan mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan kebijakan pengkoordinasian, pembinaan dan

pengendalian teknis sub bidang pengendaliaan, evaluasi dan

pelaporan;

b. Pembinaan dan pemberian bimbingan pada sub bidang pengenda-liaan,

evaluasi dan pelapora.n;

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

{1) dan ayat (2) uraian tugas sub bidang pengendaliaan, evaluasi dan

pelaporan rneliputi:

a. Menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pernbangunan

daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

b. Penyiapan bahan Data dan Pelaporan sistern dan prosedur evaluasi,

pengendalian dan pelatrroran kegiatan terhadap pengendalian,

perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil

rencana pembangunan Daerah;

c. Pengkoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian

pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

d. Pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak

lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan

kegiatan sesuai dengan kebijakan pernbangunan daerah;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi

perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi,



pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan

d.aerah.

f. Melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan

secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi
bahan penJrusunan program pembangunan daerah selanjutnya.

g. Menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai

program/kegiatan sebagai bahan pen5rusunan pelaporan.

h. Membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan

pembangunan daerah sebogai bahan penilaian.

i. Menyajikan dan mengamankan data infbrmasi pembangunan daerah;
j. Menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai

bahan penJrusunan program lanjutan tingkat kabupaten/kota, dan
provinsi.

k. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan
maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut.

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala sub bidang

melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat.

m. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai

bahan evaluasi.

n. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk
kelancaran tugas kedinasan.

Bidang Pemerintahan Dan Pernbangunan Manusia

Pasal L4

(1) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai

tugas Mengkoor.dinasikan pelaksana€rn prograrn kerja dan pelaksanaan

kegiatan dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

(21 Dalarn melaksanakan tugas pokok sebagairnana dimaksud pada ayat (1)

bidang pemerintahan dan pembangunan m€Lnusia mempurrya.i fungsi :

a. Pen5rusunan rencana teknis prograrn kegiatan dibidang pemerintahan

dan pembangunan manusia;

b. Penyusunan rencana pengendalian dan evaluasi;

c. Pengawasan dan pengendalian teknis bidang pemeriatahan dan

pembangurran manusia;

d. Pengelolaan data penyusunan laporan kegiatan bidang pemerintahan

dan pembangunan manusia;;

e. Pembinaan evaluasi dan monitoring serta pelaporan pelaksanaan

tugas;
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t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

(3) Dalam ntelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian

tugas bidang pemerintahan dan pembangunan manusia meliputi :

a. Mengkoordinasikan Pen5rusunan dokumen perencanaan pembangunan

daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

b. Ittlengkoordinasikan Pen5rusunan Renstra Perangkat Daerah dan

Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan

RKPD;

d. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait

RPJPD, RPJMD dan RKPD;

e. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait

APBD;

f. Mengkoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat

Daerah Provinsi;

g. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan

K/L di Provinsi dan Kab/Kota;

h. Mengkoordinasikan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk

Prioritas Nasional;

i. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama

Antar Daerah;

j. Mengkoordinasikan Fembinaan teknis pereneanaan kepada Perangkat

Daerah Provinsi;

k. Mengkoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat

Daerah {Bappeda} Kab I Kota;

1. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dan rnember petunjuk

pelaksanaan tugas;

m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala;

n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Pasal 15

(1) Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I
mempunyai tugas Mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja dan

pelaksanaan kegiatan dibidang Pemerintahan dan Pembangunan

Manusia I.

{21 Dalam melaksanakan tugas pokok sebagairnana dimaksud pada ayat (1)

sub bidang pemerintahan dan pembangunan manusia I mempunyai

fungsi:
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a. Penyiapan bahan kebijakan pengkoordinasian, pembinaan dan

pengendalian telmis kegiatan sub bidang pemerintahan dan

pembangunan manusia I;

b. Pembinaan dan pemberian bimbingan pada sub bidang pemerintahan

dan pembangunan manusia I;

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) uraian tugas sub bidang pemerintahan dan pembangunan

manusia I meliputi:

a. Meraneang Penyr..rsun dokurnen rerlearla Pe*rbangunan daerah

(RPJPD, RPJMD, dan RKPD);

b. Menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat

Daerah;

c, Merencanakan Pelaksanaan Musrenbang Reneana Pembangunan

Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

d. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah

dan RPJMD;

e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat

Daerah Provinsi;

f. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat

Daerah (Bappeda) Kab/Kota;

g. Mereneanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait

penJrusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD

dan RKPD);

h. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;

i. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi;

j. Merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiata.n Pusat untuk Prioritas

Nasional;

k. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan Bersarna Kerjasama Antar

Daerah di bidang Pembangunan;

1. Menyiapkan laporan secara periodik realisasi penerimaan pajak

daerah dan retribusi daerah;

rn. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pentbuatan SKP

setiap akhir tahun;

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Pasal L6

(1) Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II

mempunyai tugas Mengkoordinasikan pelaksanaalr program kerja dan

pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II.

(21 Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sub bidang pemerintahan dan pembangunan manusia II mempunyai

fungsi :

a. Penyiapan bahan kebijakan pengkoordinasian, pembinaan dan

pengendalian teknis kegiatan sub bidang pemerintahan dan

pembangunan manusia II;

b. Pembinaan dan pemberian bimbingan pada sub bidang pemerintahan

dan pembangunan manusia II;

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (21uraian tugas sub bidang pemerintahan dan pembangunan

manusia II meliputi:

a. Merancang Pen5rusun dokumen rencana Pembangunan daerah

(RPJPD, RPJMD, dan RKPD);

b. Menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat

Daerah;

c. Merencanakan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan

Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

d. Merencanakan pelaksanaan Sinergrtas dan Harmonisasi RTRW Daerah

dan RPJMD;

e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat

Daerah Provinsi;

f. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat

Daerah (Bappeda) Kab/Kota;

g. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait

penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD

dan RKPD);

h. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;

i. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi;

j. Merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas

Nasional;

k. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar

Daerah di bidang Pembangunan;
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l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-

waktu kepada atasan;

m. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP

setiap akhir tahun;

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal L7

(1) Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III
mempunyai tugas Mengkoordinasikan pelaksaaaan program kerja dan
pelaksanaan kegiatan dibidang Pemerintahan dan Pembangunan

Manusia III.

(21 Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (L)

sub bidang pemerintahan dan pembangunan manusia III mempunyai

fungsi:

a. Penyiapan bahan kebijakan pengkoordinasian, pembinaan dan

pengendalian teknis kegiatan sub bidang pemerintahan dan

pembangunan manusia III;

b. Pembinaan dan pemberian bimbingan pada sub bidang pemerintahan

dan pembangunan manusia III;

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (21uraian tugas sub bidang pemerintahan dan pembangunan

manusia III meliputi:

a. Merancang Pen5rusun dokumen rencana Pembangunan daerah

(RPJPD, RPJMD, dan RKPD);

b. Menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat

Daerah;

c. Merencanakan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan

Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

d. Merencanakan pelaksanaan Sinergltas dan Harmonisasi RTRW Daerah

dan RPJMD;

e. Membuat konsep pembinaan teknis perenca.naan kepada Perangkat

Daerah Provinsi;

f. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat

Daerah (Bappeda) Kab I Kota;

g. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait

penJrusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD

dan RKPD);



h. Merencanakan petraksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;

i. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi;

j. Merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas
Nasional;

k. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar
Daerah di bidang Pembangunan;

1. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-
waktu kepada atasan;

m. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP

setiap akhir tahun;

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Perekonornian, Sumber Daya Alam, penelitian

Dan Pengembangan

Pasal 18

(1) Kepa1a Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Penelitian dan
Pengembangan mempunyai tugas Mengkoordinasikan pelaksanaan

program keqa dan pelaksana€Ln kegiatan bidang perekonomian, sumber
daya alam, penelitian dan pengembangan.

(21 Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bidang perekonomian, sumber daya alam, penelitian dan pengembangan

mempunyai fungsi:

a. PenSrusunan rencana teknis program kegiatan dibidang perekonomian,

sumber daya alam, penelitian dan pengembangan;

b. Penyusunan rencana pengendalian dan evaluasi;

c. Pengawasan dan pengendalian teknis bidang perekonomian, sumber

daya alam, penelitian dan pengembangan;

d. Pengelolaan data pen5rusunan laporan kegiatan bidang perekonomian,

sumber daya alam, penelitian dan pengembangan;

e. Pembinaan evaluasi dan monitoring serta pelaporan pelaksanaan

tugas;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian
tugas bidang perekonomian dan sumberdaya alam manusia meliputi:

a. Mengkoordinasikan Pen5rusunan dokumen perencanaan pembangunan

daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);



b. Mengkoordinasikan Pen5rusunan Renstra Perangkat Daerah dan

Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan

RKPD;

d. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait

RPJPD, RPJMD dan RKPD;

e. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait

APBD;

f. Mengkoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat

Daerah Provinsi;

g. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harrnonisasi Kegiatan

KIL di Provinsi dan KablKota;

h. Mengkoordinasikan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk
Prioritas Nasional;

i. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasarna

Antar Daerah;

j. Mengkoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat

Daerah Provinsi;

k. Mengkoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat

Daerah (Bappeda) Kab/Kota;

1. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala;

m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal L9

(U Kepala Sub Bidang Perekonomian mempunyai tugas Mengkoordinasikan

pelaksanaan program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang

perekonomian.

{21 Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sub bidang perekonomian mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan kebijakan pengkoordinasian, pembinaan dan

pengendalian teknis kegiatan sub bidang perekonomian;

b. Pembinaan dan pemberian bimbingan pada sub bidang perekonomian;

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat {21uraian tugas sub bidang perekonomian meliputi :

a. Merancang Pen5rusun dokumen rencana Pembangunan daerah

(RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
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b. Menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat

Daerah;

c. Merencanakan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan

Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

d. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harrnonisasi RTRW Daerah

dan RPJMD;

e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat

Daerah Provinsi;

f. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat

Daerah (Bappeda) Kab/Kota;

g. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait
pen5rusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD

dan RKPD);

h. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;

i. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi;

j. Merencanakan Dukungan pelaksar:.aan Kegiatan Pusat untuk Prioritas

Nasional;

k. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar
Daerah di bidang Pembangunan;

1. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-

waktu kepada atasan;

m" Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP

setiap akhir tahun;

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 2O

(1) Kepa1a Sub Bidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas

Mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja dan pelaksanaan

kegiatan bidang sumber daya alam.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sub bidang sumber daya alam mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan kebijakan pengkoordinasian, pembinaan dan

pengendalian teknis kegiatan sub bidang sumber daya alam;

b. Pembinaan dan pemberian bimbingan pada sub bidang sumber daya

alam;

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaima.na dimaksrrd pada ayat

{1} dan ayat (21uraian tugas sub bidang sumber daya alam meliputi:
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a. Merancang Pen5rusun doku.men reneana Pembangunan daerah

(RPJPD, RPJMD, dan RKPD);

b. Menganalisis Renstra Perangka.t Daerah dan Rencana Kerja Perangkat

Daerah;

c. Merencanakan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pernbangunan

Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

d. Merencanakan pelaksanaan Sinergrtas dan Harmonisasi RTRW Daerah

dan RPJMD;

e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat

Daerah Provinsi;

f. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat

Daerah (Bappeda) Kab/Kota;

g. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait
pen5rusunan dokumen rencana pembangunan daerah {RPJPD, RPJMD

dan RKPD);

h. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;

i. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi;

j. Merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas

Nasional;

k. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan Bersarna Kerjasarrra Antar

Daerah di bidang Pembangun€m;

l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-

waktu kepada atasan;

m. Memberikan penilaian terhadap staf datram rangka pernbuatan SKP

setiap akhir tahun;

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 21

{1) Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas

Mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja dan pelaksanaan

kegiatan bidang penelitian daa pengembangan"

(21 Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat {1)

sub bidang penelitian dan pengemb€Lngan mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan kebijakan pengkoordinasian, pembinaan dan

pengendalian teknis kegiatan sub bidang penelitian dan

pengembangan;
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b. Pernbinaan dan pemberian birnbingan pada sub bidang penelitian dan

pengembangan;

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (U dan ayat (21 uraian tugas sub bidang penelitian dan

pengembangan meliputi:

a. Merancang Pen5rusun dokumen rencana Pembangunan daerah

(RPJPD, RPJMD, dan RKPD);

b. Pengkoordinasian program kerja bidang penetritian dan pengembangan

daerah;

c. Pengkoordinasian pen5rusunan kebijakan perencanaan penelitian dan

pengembangan daerah;

d. Pengevaluasian pelaporan petrakasanaan kegiatan pembangunan

daerah;

e. Penelahaan peraturan perundang-undangan di bidang penelitian dan

pengembangan daerah

f. Merencanakan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan

Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

g. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah

dan RPJMD;

h. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan penelitian dan

pengembangan kepada perangkat daerah;

i. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar

daerah dibidang penelitian dan pengembangan daerah;

j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-

wakttr kepada atasan;

k. Mernberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP

setiap akhir tahun;

1. Melaksanakan tugas train yang diberikan oleh atasan.

Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan

Pasal 22

(U Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas

Mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja dan pelaksanaan

kegiatan bidang infrastruktur dan kewilayahan.

{21 Dalam rnelaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) bidang infrastruktur dan kewilayahan mempunyai fungsi :
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a. Pen)rusunan rencana teknis prograrn kegiatan dibidang infrastruktur
dan kewilayahan;

b. Penyusunan rencana pengendalian dan evaluasi;

c. Pengawasan dan pengendalian teknis bidang infrastruktur dan

kewilayahan;

d. Pengelolaan data pen5rusunan laporan kegiatan bidang infrastruktur
dan kewilayahan;

e. Pembinaan evaluasi dan monitoring serta pelaporan pelaksanaan

tugas;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian

tugas bidang infrastruktur dan kewilayahan meliputi :

a. Mengkoordinasikan pen5rusunan dokumen perencanaan pembangunan

daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

b. Mengkoordinasikan pen5rusunan Renstra Perangkat Daerah dan

Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan

RKPD;

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait

RPJPD, RPJMD dan RKPD;

e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait

APBD;

f. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat

daerah;

g. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergrtas dan Harmonisasi Kegiatan

Kementeri an / l*mbaga Kabupaten;

h. Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk
prioritas nasional;

i. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama

antar daerah;

j. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat

daerah Kabupaten;

k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Pasal 23

(1) Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan I mempunyai tugas

Mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja dan pelaksanaan

kegiatan bidang infrastruktur dan kewilayahan I.



(21 Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dirnaksud pada

ayat (1) sub bidang infrastruktur dan kewilayahan I mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan kebijakan pengkoordinasian, pembinaan dan

pengendalian teknis kegiatan sub bidang infrastruktur dan

kewilayahan I;

b. Pembinaan dan pemberian bimbingan pada sub bidang infrastruktur

dan kewilayahan I;

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Dalam rnelaksanakan tugas dan fungsi sebagairnana dirnaksud pada

ayat (U dan ayat (21 uraian tugas sub bidang infrastruktur dan

kewilayahan I meliputi :

a. Merancang Pen5rusun dokumen rencana Pembangunan daerah

{RPJPD, RPJMD, dan RKPD);

b. Menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat

Daerah;

c. Merencanakan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan

Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

d. Merencanakan pelaksanaan Sinergltas dan Harmonisasi RTRW Daerah

dan RPJMD;

e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat

Daerah Provinsi;

f. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat

Daerah (Bappeda) Kabupaten;

g. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait

pen5rusurlan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD

dan RKPD);

h. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;

i. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi;

j. Merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pr.rsat untuk Prioritas

Nasional;

k. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar

Daerah di bidang Pembangunan;

l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-

waktu kepada atasan;

m. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP

setiap akhir tahr.ln;

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



Pasatr 24

{U Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan II mempunyai tugas

Mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja dan pelaksanaan

kegiatan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan II dan III.
(21 Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sub bidang infrastruktur dan kewilayahan II dan III mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan kebijakan pengkoordinasian, pembinaan dan

pengendalian teknis kegiatan sub bidang infrastruktr.lr dan

kewilayahan II;

b. Pembinaan dan pernberian bimbingan pada sub bidang infrastruktur
dan kewilayahan II;

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaim€ula dimaksud pada ayat

(1) dan ayat {2) uraian tugas sub bidang infrastruktur dan kewilayahan II

meliputi:

a. Merancang Pen5rusun dokur,nen rencana Pembangunan daerah

(RPJPD, RPJMD, dan RKPD);

b. Menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat

Daerah;

c. Merencanakan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pentbangunan

Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

d. Merencanakan pelaksanaan Sinergrtas dan Harmonisasi RTRW Daerah

dan RPJMD;

e. Membuat konsep pembinaan telmis perenc€uraan kepada Perangkat

Daerah Provinsi;

f. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat

Daerah (Bappeda) Kabuapaten;

g. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait
pen5rusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD

dan RKPD);

h. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;

i. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi;

j. Merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas

Nasional;

k. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasarna Antar

Daerah di bidang Pembangun€rn;

26



l. Melaporkan hasil pelaksanaan hrgas secara berkala rraupun sewal<tu-

waktu kepada atasan;

m. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKp

setiap akhir tahun;

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
secara vertikal dan horizontal, baik didalarn lingkungan rnasing-rnasing
maupun antara satuan organisa.si dalarn lingkungan Pemerintah Daerah serta
instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 26

Kepala Badan, sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan
Kepala Sub Bidang wqiib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila
terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlakn.

Pasal 27

(U Kepala Badan bertanggung jawab untuk memimpin dan
Mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan

serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

{2) Sekretaris Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk
serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan untuk rnenyampaikan

laporan pelaksanaan tugasnya.

(3) Kepala Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta

bertanggung jawab kepada Kepala Badan untuk menyampaikan laporan
pelaksanaan tugasnya.

(41 Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk
serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan untuk menyampaikan
laporan tentang hasil pelaksanaan tugas tepat waktunya.

(5) Kepala Sub Bidang wqiib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk

serta bertanggung jawab kepada Kepala Bidang untuk menyampaikan

laporan tentang hasil pelaksanaan tugas tepat waktunya.
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BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELON

Pasal 28

Jenjang jabatan, kepangkat+n dan eselon serta susunan kepegawaian diatur
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

(U Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mengikuti
seleksi Pejabat tinggi pratarna sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku.

{21 Sekretaris Badan diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi
syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku"

(3) Kepala Bidang di angkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(4) Kepala Sub bagian dan Kepala Sub. Bidang diangkat dan diberhentikan
oleh Bupati atas usr.ll Sekretaris Daerah sesuai ketenh.lan Perundang-

Undangan yang berlaku.

Pasal 30

(1) Kepala Badan merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b. (Jabatan

Pimpinan Tinggi Pratama)

(21 Sekretaris Eladan merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a (Jabatan

administrasi)

(3) Kepala Bidang merupakan Jaba.tan Struktural Eselon III.b (Jabatan

administrasi)

(4) Kepala Sub Bagia dabn Kepala Sub. Bidang merupakan Jabatan
Struktural Eselon IV.a (Jabatan administrasi)

BAB VII

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 31

Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Buru sebagaimana tercantum datarn larnpiran yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Buru
Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasai 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal dir.rndangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea

pada tanggal 11 Nopember 2Ol7

,ln

UMASUGI

Diundangkan di Namlea

1 
pada tanggal 11 Nopember 2017

J*u**rroRrs DAERAH KABU'ATEN BURU, +
Paraf Koordinasi

Kabag Organisasi ft
Kabag Huktrm a

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2A'}.7 NOMOR 69

' tAnV 4
AHMAD ASSAGAF'
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